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BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 7 7, TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
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TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis analisis
standar belanja akibat kenaikan harga barang, maka Peraturan
Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024, perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023
tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2024; :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negaran
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pelalawan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pelalawan Nomor 6);

Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Analisis
Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024
(Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 14);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN
PELALAWAN TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun
2023 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten
Pelalawan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan
Tahun 2023 Nomor 14) diubah, sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
. pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2.9 Novawl|mr— 202w
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\r\BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI
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Diundangkan di Pangkalan Kerinci
. pada tanggal 294 N ovwlpu~ 302\

Pj. SEKRETARIS D RAHrKABUPATEN PELALAWAN,
A. KARIM
BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR ) =
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR : 2 4 TAHUN 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024

PERUBAHAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024

. BAG HUKUM

KOE S URAIAN KELOMPOK BARANG URAIAN BARANG SPESIFIKASI SATUAN HARSA KODE REKENING
BARANG SATUAN
1 | 2 3 4 5 6 7
1. ANALISIS STANDAR BELANJA
1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Konstruksi Pembangunan Screen House Sayuran DAK Fisik Unit 170.012.000{5.1.02.01.01.0039,
5.1.02.05.01.0005
1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Konstruksi Pembangunan Screen House Buah DAK Fisik Unit 176.326.000(5.1.02.01.01.0039,
5.1.02.05.01.0005
1.1.12.01.01.0001 |Bahan Bangunan dan Konstruksi Pembangunan Area Bermain Beserta APE Luar Ruang - TK|DAK Ruang 143.917.500(5.1.02.01.01.0039,
Berminat 5.1.05.05.01.0002,
5.2.02.08.03.0015
1.1.12.01.03.0008 |Alat Listrik Pengadaan Lampu High mast Paket 200.000.000/5.1.02.01.01.0031,
5.1.02.01.01.0039
1.1.12.01.05.0001 |Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Paddock/Kandang Umbaran Kolom Beton dan Gawangan M 1.750.000(5.1.02.01.01.0039
Kepada Masyarakat Pipa Besi
1.1.12.01.05.0001 |Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kandang Ternak Sapi M2 1.820.000(5.1.02.01.01.0039
Kepada Masyarakat
1.1.12.01.05.0001 |Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Jaringan Sumur Bor dan Jaringan Pengairan NAN Unit 156.115.000(5.1.02.01.01.0039
Kepada Masyarakat
1.1.12.01.05.0001 |Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Pembuatan Rumah Bibit Tanaman Buah 30Mx10M Unit 145.000.000/5.1.02.01.01.0039
Kepada Masyarakat
1.1.12.01.05.0001 |Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Pembuatan Rumah Bibit Tanaman Buah 20Mx20M Unit 165.000.000{5.1.02.01.01.0039
Kepada Masyarakat
1.1.12.01.05.0001 |Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Pembuatan Rumah Bibit Tanaman Buah 30Mx30M Unit 200.000.000(5.1.02.01.01.0039
Kepada Masyarakat
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KODE KELOMPOK
BARANG

URAIAN KELOMPOK BARANG

URAIAN BARANG

SPESIFIKASI

SATUAN

HARGA
SATUAN

KODE REKENING

1

2

3

4

5

6

7

8.1.02.03.03.0064

Beban Pemeliharaan Tugu Titik
Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-
Tugu/Tanda Batas Lainnya

Rehab Tugu

Cat, Beton dl|

Paket

150.000.000

5.1.02.03.03.0064
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